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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam hal ini Pelaku melanggar Pasal 28 Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR) serta Pasal 18 International Covenant on Civil Political 

Rights tentang Hak untuk kebebasan setiap indvidu secara general serta Hak 

untuk kebebasan beragama berdasarkan aturan Hukum Internasional. 

Selanjutnya juga ICC bisa saja menjadi solusi dalam kasus ini, namun 

kesepakatan antar Negara yang terlibat dalam kasus ini telah memutuskan 

untuk menggunakan Pengadilan di Selandia Baru dikarenakan Locus Delicti 

nya berada di Negara Selandia Baru. Sesuai dengan isi Konvensi PBB 

Menentang Kejahatan Terorganisir, Seperti yang kita tahu, kejahatan 

Terorisme memenuhi kejahatan terhadap kemanusiaan yang tunduk pada 

yurisdiksi. 

2. Perdana Menteri Jacinda Ardern bertanggung jawab atas korban di 

Negaranya sendiri. Menurut Ardern, alternatif penyelesaian sengketa 

merupakan cara efektif untuk menjaga hubungan baik dengan Negara-

Negara yang warganya menjadi korban penembakan. Dalam penyelesaian 

sengketa, prinsip ini memanifestasikan dirinya dalam dua tahap. Pertama, 

prinsip itikad baik diperlukan untuk menghindari perselisihan yang dapat 

mempengaruhi hubungan baik antar Negara. Kedua, prinsip ini harus 

berlaku ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui metode 

penyelesaian sengketa yang diakui menurut Hukum Internasional, Dalam 

kajian ini, Pasal 1, Pasal 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip 

itikad baik ini untuk menimbulkan penyelesaian sengketa yang lebih awal 

(lebih cepat). Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga yakin 

telah berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan Negara-Negara yang 

warganya menjadi korban penembakan. Di balik semua itu, tentu ada 

pelajaran yang bisa dipetik, kecuali dari segi Hukum. masyarakat 

Internasional tentang umat Islam. 
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B. Saran 

1. Banyaknya pelanggaran kebebasan Beragama di seluruh dunia, 

terutama oleh kelompok Agama minoritas, menunjukkan bahwa 

instrumen Internasional saja tidak cukup untuk melindungi hak 

kebebasan. Mewujudkan cita-cita perdamaian, hak atas kebebasan 

Beragama, membutuhkan sistem dengan pengakuan campuran. Hukum 

yang melindungi kebebasan Beragama dalam perjanjian Internasional 

dengan Hukum Nasional Negara. Penghormatan terhadap instrumen 

kesetaraan dalam Negara juga sangat penting mengingat mayoritas 

korban kekerasan adalah kelompok minoritas yang tidak memiliki 

kekuasaan dalam masyarakat. Pasca serangan Teroris terhadap dua 

Masjid di Christchurch, Selandia Baru, masyarakat Internasional harus 

meningkatkan upaya untuk memperkuat dialog antar peradaban, 

termasuk dalam menghadapi Islamofobia. Diskriminasi terhadap warga 

Negara dikombinasikan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk 

berkontribusi pada perkembangan serangan Teroris dan ekstremisme di 

berbagai belahan dunia. Itulah sebabnya masyarakat Internasional harus 

bekerja sama untuk memperkuat dialog antar peradaban.  

2. Bagi Indonesia ada hal yang dapat dipetik dalam kasus ini, yaitu sudah 

menjadi kewajiban kita sebagai warga Negara Indonesia untuk menjaga 

serta menjunjung HAM sebagai perwujudan terjadinya kehidupan yang 

nyaman dan tenteram khususnya dalam membasmi tindak Pidana 

Terorisme yang kerap mengintai Negara kita ini, dan khususnya sebagai 

umat Muslim kita pun harus memerangi ajaran Muslim yang salah 

diartikan oleh para pelaku Terorisme, karena pernyataan yang salah 

bahwa “Muslim itu Teroris.” 
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